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PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR O\ TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Menimbang

Mengingat

‘1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

:a. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah
Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013
Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomer 53) sudah tidak
scsuai dengan perkembangan keadaan schingga perlu
diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruof a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonecsia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

4,

2.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraluran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Peoawai
Tidak Tetap; N

Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2):

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANC FPEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

AR R

10.

11.

12.

Kota adalah Kota Palembang,

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
Provinsi adalah Provinsi Sumaltera Selatan.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Walkil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kota Palembang.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
yang sclanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD
adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Palembang.

Sekretaris Daerah yang sclanjutnya disingkat Sekda adalah
Selkretaris Daerah Kota Palembang.

Qekretariat Daerah adalah Sekretariat Dacrah  Kota
Palembang vang dipimpin oleh Sckretaris Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS dan
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS
adalah warga negara Indonesia vang memenuhi svaral
tertentu yang diangkat olch pejabat berwenang  dan
diberikan tugas dalam suatu jabatan dj Pemerintah Kota
palembang dan diberikan gaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan. o ‘
Pegawai Non Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya
disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai non PNS
Kontrak dan Pegawai Non FPNS lainnya: yang
diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna
melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang
bersifat teknis profesional dan administratil sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi. o
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya djsm_ﬂ_,t-mt
SKPD adalah perangkat daeral pada Pemerintah Kola
sclaku pengguna anggaran/pengguna baraag,



13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kepala
SKPD adalah pejabal pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untux melaksanalean tugas pokok dan [ungsi
SKPD yang dipimpinnya.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disinglkat KPA
adalah pejabal yang memperoleh kuasa dari PA untuk

melaksanakan scbagian kewenangan dan tanggunsiawab

penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkuran.

15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebur
Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat
kedudukan semula, baik perseorangan maupun secara
bersama atas perintah pejabal yang berwenang untulk
kepentingan Pemerintah Kota Palembang,

10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
terlebih dahulu dan dibayarkan sckaligus.

17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan secsuai dengan
bukti pengeluaran yang sah,

18. Perhitungan  Rampung adalah  perhitungan  biava
Perjalanan Dinas yang dihitung scsuai kebutuhan riil
berdasarkan ketentuan yang berlala.

19, Surat Perintah Tugas yang sclanjutnya disingkat SPT
adalah dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat
perintah perjalanan dinas.

20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD
adalah  dokumen yang diterbitkan dalam  ranghka
pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pcjabal, PNS/CPNS
serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan
dinas.

21. Pelaksana SPD adalah Pejabat, PNS/CPNS dan Pegawai
Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.

22. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan
Ltugas.

23. chnpat Kedudulkan adalah lokasi kantor/satuan/unit kerja
herada.

24, Tempat Bertolak adalah tempat/ kota _ melanjutian
perjalanan dinas ke tempat tujuan/ kota transit. -

25. Tempat Tujuan adalah tempal kota vang menjadi tujuan
perjalanan dinas. o .

26. Uang Perscdiaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan

kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan
operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin
dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung,

BAB 1
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2
(1) Peraturan Waliknt-a ini mengatur mengenai pedoman

pelaksanaan dan  pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
lingkup Pemerintah Kota.



(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi;
a. Perjalanan Dinas dalam daerah; dan
b. Perjalanan Dinas luar daerah.

(3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada: '

a. Walikota dan Wakil Walikota;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD;

¢. PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
d. Pegawai Non PNS/pegawai tidak tetap.

BAB I
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3

Perjalanan Dinas dilakranakan dengan memperhaiikan prinsip

schagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelengparaan
permerintahan;

b. kesesuaian dengan prncapaian kinerja SKPD;

c. cfisiensi pengmunaan beianja daerah; dan

d. aluntabilitas pemberian perintah pelaksanaan  perjalanan
dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 4

(1) Perjalanan dinas dalam dacrah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah:

a. perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan Lugas kantor
ke satuan kerja/instansi di luar lingkup Pemerintah Kota
vang berlokasi dalam duaerah; dan/atau

b. perjalanan melaksanalan tugas alas nama lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan scjenisnya; dan
¢. mengikuti pendidikan dan pelatihan

(3) Perjalanan dinas dalam dacrah terdifi atas uang harian yang
diberikan secara Lumpsiun.

(4) Pemberian biaya pe'rja.lanan dinas dalam dacrah diawur sebagai
berikut:



a. biaya .pf::*_ialanan dinas dalam daerah diberikan untuk
pelaksml lugas vang penyelesaiannya memerlukan
i waktu paling rendah 6 {enam) jam dalam 1 (satu) hari;

hiaya. perjalanan dinas dalam dacrah tidak diberikan
apabila pecrjalanannya menggunakan kendaraan dinas
d&q! atau untuk perjalanan yang hersifat rutin; dan
peeajaa_‘Eanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan
pelatihan diberikan paling lama 4 (empat) hari.

BABV
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 5

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimeksud dalam Pasal
2 ayat (2) hwua! b meliputi:

a. Perjalanan dinas luar daerah di dalam provinsi; dan

b. Perjalanan’dinas luar daerah ke luar provinsi.

Pasal 6

Perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka:

a.
b.

C.

-

(1)

studi banding, konsultansi, dan sejenisnya;

menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, dan
sejenisnya;

melaksanakan lkegiatan promosi/pameran dacrah, dan
scjenisnya;

melaksanakan perintah/tugas dari atasan terkait dengan
tugas pokok fungsi jabatan delam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatamn;
menghadapi majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehalan yang ditunjuk,
untuk mendapat surat keterangan dokter wentang kesehatan
guna kepentingan jabatan;

memperoleh  pengobatan berdasarkan surat Keterangan
dokter karcna mendapat cedera pada waktu/karena
melakukan tugas; _

ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dma:s;
melakukan pengobatan  dikarenakan penyakit  yang
dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter
bagi Walikota dan Wakil Walikota; _ _
mengambil /menjemput jenazah pegawai yang meninggal
dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 7

Perjalanan dinas luar dacrah terdiri atas komponen sebagal
Herikut:

uang harian; _

biaya transport/ hiaya bahan bakar minvak;

biaya penginapan;

uang representasi;

sewa kendaraan dalam kota;

a0



(3)

()

(7)

(8)

(@)

(10)

f. Biaya fmgkuta.n dan pemetian jenazah.
Uang harian sebageimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
meliputi:

a. uang makan;

b. uang transportasi lokal; dan

c. uang saku.

Biaya transportasi scbagaimana dimaks : ;

huruf b meliputi; L At

a. biaya pe:j‘alanan dinas dari tempat kedudukan sampai
tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk
biaya K¢ terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan
keberangkatan; dan

b. retribusi yang dipungut di terminal bu s/stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Dalam hal perjulanan dinas dilakukan dengan menggunakan

kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa uang

penggantian  bahan bakar minyak, dari kota Tempat

Kedudukan ke kota Tempat Tujuan.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ merupakan biaya yang diperfukan untule menainap di horel

atau tempat penginapan lainnya. '

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan

[asilitas hotel/tempat  penginapan lainnya scbagaimana

dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biava penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan
sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikota,

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada hurul a
dibayarkan secara lumpsum.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada avar (1} huraf

d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan

dan Angoota DPRD, PNS Eselon II, dan PNS eselon I selama

melakukan perjalanan dinas.

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil

Walikota untuk keperluan pelaksanaan lugas di tempat

Tjuan.

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar

minyak dan pajak.

Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan hanya untuk

perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

i-
Pasal 8

Pemberian biaya perjalanan dinas luar daerah scbagaimana

dimalksud dalam Pasal 5 diatur dengan kerentuan sebagai berikut:

a. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
a, diberikan paling lama 4 f{empat) han dengan __m:fﬁah
Pelaksana SPD dibatasi sesuai relevansi darl substansl tyjuan
pelaksanaan perjalapan dinas;

dalam hal diperlukan tambahan hari maka Pelaksana SPD

dapat mengajukan ijin kepada PA dengan merincikan keperluan
penambaban jumlah hari;



(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

@

perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf
b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan
paling lama dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan;

perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
¢, d, e dan [ diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai
penugasan;

perjalanan dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufl
g dan 1, diberikan berdasarkan jumlah  waktu
penugasan, dan dapat mengikutsertakan
pendamping sebanyak 1 (satu) orang;

perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf
h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, atau
paling tinggi dengan perhitungan untuk 3 (lima)
penugasan; dan

perjalanan dinas schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul
i, waktu pelaksanaan paling lama 3 (bari), dan polaksana SPD
termasuk pihak keluarga berjumlah 3 (tiga) orang.

sesual
keluarga/

hiri

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:
a. golongan IV,

b. golongan il

¢. golongan II; dan

d. golongan L o

Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah untuk Pimpinan dan
Anggota DPRD disctarakan dengan PNS golongan IV.
Dalam hal memeriukan narasumber yang berasal dari luar
daerah dan narasumber tersebul tidak mendapatkan fasilitas
biaya perjalanan dinas dari angearan 'insl.m:gn,‘smuap kerja
lainnya maka narasumber dapat dtbenkan_ biaya p\‘:l‘_lﬁ]aﬂﬁr!
dinas dalam daerah yang besarannya disetarakan sesuai
i - kepatutan.

;1:3::11{ El:eaaran biaya Perjalanan Dinas dalam dasvrah
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 10

i i de ' dimaksud
iava Perjalanan Dinas luar daerah se}::agalmapa _

?;?31;1 Pa.éa! 5 dikelompokkan menjadi biaya perjalanan dinas
untuk: ) _
a. Walikota dan Wakil Waliketa; dan
b. PNS. _ N
Biaya Perjalanan Dinas Iuar daerah untuk PNS_sel_mgmn_mna
dimaksud avat (1) huruf b, digolongkan menjadi 5 (lima},
yaitu:
a. untuk Sckda;
b. untuk eselon II;
c. untuk eselon 111/ golungan iv;



(3)

(4)

(S)

(&)

(7)

(1)

2)

(3)

d. untuk eselon IV/golangan III; dan

e, untulk PNS golongan II/1/CPNS.

Besaran biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pimpinan dan

Anggota DPRD disesuaikan dengan perjalanan dinas Seleda.

Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas luar

daerah yang digolongkan dalam tingkal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menurut tingkat pendidikan,

kepatutan, dan/atau tugas yang bersangkutan.

Pegawai Non PNS dapat melakukan Perjalanan Dinas luar

daerali dalam hal mendesak/khusus, vang digolongkan

dalam tingkat sebapaimana dimaksud pada avar (2), menunt

tingkat pendidikan, kepatutan, danj/atau tugas

bersanglutan.

Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibertkan berdasarkan

tingkat biaya Perjalanan Dinas scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut

a. biaya transportasi pegawai dibayarkan scsuai biaya riil
berdasarkan fasilitas/mode transportasi sesuai tingkatan
perjalanan dinas:

vang

_b. uang bahan bakar minyak untuk yang menggunakan

- kendaraan dinas  dibayarkan secara Lumpsum  dan
merupakan batas tertinggi;

¢. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil,
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayvat
(6) dan merupakan batas tertinggi,

d. dalam hal tclal mendapalkan fasilitas penginapan maka
tidak diberikan biaya penginapan scbagaimana dimaksud
pada pasal 7 ayat (B);

¢. uang rcpresentasi dibayarkan secara Lumpsum dan
merupakan Dbatas tertinggi, untuk Perjalanan D._inns
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, tdak
diberikan uang representasi;

f. scwa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
Biaya Riil dan merupakan batas tertinggl; N

g. biaya pemetian dibayarkan sesuai Biaya Riil _dﬂn

"~ merupakan batas tertinggi  sesuai tingkatan biaya
Perjalanan Dinas; _ =

h. angkutan jenazah dibavarkan berdasarkan DBiava Riil
cesuai tarif yang berlaku dan alat angkutan yang

i an.

Rmi].il]m gl:saran biaya Perjalanan Dinas sesual Itj_ugkatan

perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Dalam hal Perjalanan Dinas luar daerah dilakukan secara
bersama-sama  unfuk melaksanakan  suati kegiatail,
Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang
dan i edia jasa.
sama dan/atan menggunakan pens ] }
Penetapan penyedia jasa sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengacdaan
arang/jasa pemerintah. . o )

llimnpf;{:cn biaya Perjalanan Dinas vang dﬂpal._dﬂnl\saxmhan
dengan perikatan melipudi  biaya transport termasuk
pembelian/ pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.



(4)

(1)
()

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan vang
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari
satuan biaya hotel/penginapan  sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Walikota maka Pelaksana  SPD
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada
hotel/penginapan dimaksud.

Bagi Pelaksana SPD yang ditugaskan mendampingi
Walikota/Wakil Walikota dapat menginap pada hotel yvang
sama dengan menggunakan fasilitas kamar dengan biava
lebih rendah dari fasilitas Walikota/ Wakil Walikota.

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas
dilaksanakan.

Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayart (1) dapat
dibavarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ke luar daerah
melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan ddak
disebabkan cleh kesalaban/kelalaian Pclaksana SPD, maka
Pelaksana SPD dapat dipertimbangkan untuk diberikan
tambahan wuang harian, biava penginapan dan uang
representasi,

Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang
representasi scbagaimana dimaksud pada avat (1) hanya
dapat dipertimbangkan untuk keperluan sebuagaimana
dimalksud dalam Pasal 6 huruf b dan huwuf d, dan dibayarkan
setelah  adanya persetujuan PA  dengan melampirkan
dokumen surat keterangan perpanjangan lugas dari pejabat
vang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari Kepala
Bandara /perusahaan jasa transportasi lainnya. B
Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah
hari yang ditetapkan dalam S5PD, Pelaksana SPD harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan,
dan uang representasi. _ ) -
Ketentuan pengembalian kelebihan  uang harian, biaya
penginapan, uang represcntasi, dan sewa kendaraan dalam
Kota sebagaimana dimaksud ayal (3) tidak berlaku untuk
ketentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i

BAB VIl

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Pelaksana 3SPD  harus mengajukan i_ii_n ECTLLI.I-IS gumna
mendapatkan persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas

Permohonan ijin pelaksanaan perjalanan dinas selzngasma:m_
dimuksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD/PA, 3



(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

(Hga) hari sebelum rencana keberangkatan, kecuali untuk
Perjalanan Dinas dalam rangka memenuhi undangan atau
melaksanakan tugas/periniah.

Permohonan izin pelaksanaan perjalanan dinas schagaimana
yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Sekda dan
berfiasa:ksm pertimbangan Sekda terhadap usulan ijin untuk
perjalanan dinas kegiatan terfentu dapat diteruskan kepada
Walikota /Walkil Walikota,

Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD mengusulkan ijin
pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pimpinan DPRD, -

Pasal 15

Dalam rangka mengajukan usulan dan  memberikan
persetfjuan  untuk  pelaksanaan  Perjalanan  Dinas
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 14 avat (2), harus
diperhatikan hal-hal sebagai berilcut:

a. ketersediaan anggaran;

b. relavansi antara jabatan peserta Perjalanan Dinas dengan
substansi yang dimaksud dalam pelaksanaan perjalanan
dinas;

¢, kepatutan dan kewajaran jumlah perserta Perjalanan
Dinas;

d. tingkat kepentingan dan prioritas pelaksanaan Perjalanan
Dinas terkait pencapaian kinerja SKPID.

Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka konsultansi,

kunjungan kerja, studi banding dan/atau yang sejenisnya,

dibatasi dengan ketentuan schagai berikut:

a. perjalanan dinas dilaksanakan dalam hal data/informasi
vang diperlukan hanya dapat diperoleh dengan cara
mengunjungi langsung ke sumbernya atau tidak dapat
diperolch melalui media telekomunikasi/media informasi
lainnyva;

b. materi yang akan dikonsultasikan serta pejabat yang akan
dituju untuk memberikan konsultasi harus jelas dan
disampaikan dalam pengajuan izin;

¢. hanya dapat diikuti oleh PNS dengan jabatan Eselon/yang
disctarakan, Anggota DPRD dan/atau apabila diperlukan
dapat mengikut sertakan PNS non Eselon/CPNS/Pegawai
‘non PNS paling banyak 1 (satu) orang. _

Perjalanan Dinas dalam rangka konsullansi, kunjungan leerii,

study banding dan /atau yang sejenisnya, scria Perjulanan

Dinas keperluan promosi/ pameran daerah, dapat

dilaksanakan dalam hal telah tersedia anggarannya / wlah

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja

Daerah. _

Keecuali untuk kegiatan konsultasi yang bersifac nu:_n-:l(-.sak

yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan

kerugian daerah dan/atau mengganggu _'Lerlaksanu_n}'a
penyclenggaraan pemerintahan daerah, Perjalanan Dinas
scbagaimana dimaksud pada avat (3) dapat dilaksanakan
walaupun  belum tersedia anggarannya atau belum
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dagrah.



(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 16

Dengan berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 maka penerbitan Surat Tugas diatur sebagai

berikut:

a. Walikota/Wakil Walikota untuk Perjalanan Dinas vang
dilakukan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda;

b. Sekda untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan olch
pejabat eselon 11 dan Kepala SKPD;

¢. PA/Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan
PNS dan Pegawai Non PNS yang bertugas pada SKPD
berkenaan.

d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas vang dilakukan
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD.

Surat tugas schagaimana dimaksud pada avat (1) disiapkan

oleh unit kerja pelaksana SPD dan ditembuskan ke Badan

Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang,.

Sckda/PA/Kepala SKPD wajib melakukan cvaluasi kembali

terhadap rencana pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan

memperhatikan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 15, yang apabila terdapat ketidaksesuaian maka

Sekda/PA[Kepala SKPD dapat membatalkan penerbitan surat

tugas.

PA/Kepala SKPD menerbitkan SPD untuk biaya Perjalanan
Dinas yang dibcbankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD berkenaan.

Dalam menerbitkan SPD, PA/Kepala SKPD sckaligus
menetapkan tingkat golongan Perjalanan Dinas dan alat
transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan
Dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 17

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam negeri diberikan
dalam batas pagu anggaran yang lersedia dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD berkenaan. ]
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalul
mekanisme UP dan /atau mekanisme pembayaran langsung,
Pembavaran biaya Perjalanan Dinas dalam negeri dengan
mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui:
a. perikatan dengan penyedia jasa; dan
: ngeluardn.
;éﬁga;mnp;ag dalam mnegeri yang dilakukan (icngm?
penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
:Tc‘g’le%g;man Dinas keluar daerah untuk keperluan studi
banding, konsultansi, dan sejenisnya; dan ’
b.Perjalanan  Dinas keluar daerah untuk _k&pl’-!!.']l..tdif
menghadiri undangan rapat, semnar, lkonferensi, promost
daerah dan sejenisnya.

Pasal 18

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP
dilakukan dengan memberikan uang mulka kepada Pelaksana
SPD oleh bendahara pegeluaran.



(2)

(1)

(2)

(1

(2)

(1)

(2)

(3]

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan persefijuan pemberian uang muka dari KPA
dengan melampirkan dolkumen schagai berikut:

a- SPT;

b. fotokopi SPD;

c. kwitansi tanda terima uang muka; dan

d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 19

Pembayaran biaye Perjalanan Dinas dengan mekanisme
pembayaran langsung dilakukan melalui transfer dari kas
daerah ke rekening bendahara pengeluaran atau pihalk ketiga.
Dalam hal binya Perjalanan  Dinas dilaksanakan
menggunakan perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa,
maka nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidalk
bolch melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh
perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel
resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasi penginapan/ hotel.

Pasal 20

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada
Peluksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yvang
seharisnya dipertangeungjawabkan, kelebihan  biaya
Perjalanan Dinas tersebut harus disetor melalui bendahara
pengeluaran,

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD kurang dari yang scharusnya, dapat
dimintakan kekurangannya melalui mekanisme UP  atau
pembayaran langsung.

Pasal 21

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaas Perjalanan Dinas,
biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD berkenaan.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan

biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

meliputi: _

a. surat Pernyataan pembatalan tugas Perjals_umn Dinas
jabatan dari atasan Peluksana SPD/pejabat yang
menerbitkan SPT, sesuai formal sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Waliketa ini;

b. surat pernyataan pembebanan biaya pcmh::u.alf-n
Perjalanan Dinas Jabatan sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran il yang muru;_:akan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; _

G pemyataan,’tanda bukti besaran p&ng,cm‘t_mhan biava
transportasi dan/atau biaya penginapan dari pcn!su.haan
jasa fransportasi dan/atau penginapan yang disahkan
oleh KPA.

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen

Pclaksanaan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :



a. biaya pembatalan  tiket transportasi dan/atau  biava
penginaparn; atau '

b. se-b&gi&u atan seluruh biaya tiker transportasi atau biava
penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 22

(1) Pelf}ksana SPD mempertangsungiawvabkan  pelaksanaan
Perjalanan Dinas kcpada pejabat yang menerbitkan SPT dan
biaya Perjalanan Dinas paling lambat 3 (lima) hari kega
setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen
berupa:

a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalonan Dinas atau pibak terkait yang
menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;

c. liket pesawat, boarding pass, airport tax/retribusi,
dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang
dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang
jasa penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/
penginapan; dan

e. laporan fertulis tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(3) Dalam hal bukli pengeluaran transportasi dan/atau
penginapan sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurul ¢ dan
d tidak diperolch, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
keluar daerah dapal menggunakan daftar pengeluaran riil
schbagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) KPA melakukan perhitlungan rampung seluruh  bukt
pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada
bendahara pengeluaran. _ ‘

(5) KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan menyampaikan kepada ‘bcndahm'at
pengeluaran schagai pertanggungjawaban UP dan l_.m].ﬂ.:
pengesahan  Surat Perintah Mcmha:,r:_:u'jSuraL ; Perintah
Pencairan Dana pembayaran langsung Perjalanan Dinas.

Pasal 23

(1) PA/Kepala SKPD wajib menyelenggarakan pcngcndedian
internal terhadap pelaksanaan Perjalanan D_ums dengan
memperhatikan prinsip perjalanan dinas, meliput: _

a. lidalk memberikan relkomendasi/mengusulkan  kegiatan
Perjalanan Dinas yang tidak relevan dengan
penyelenggaraan pemerintahan dacrah/untuk kepenungan
pribadi; dan .

b. tidak memberikan/mengesahkan pembavaran biava
Perjalanan Dinas kepada Pelaksano SPD yang melakukan



pemalsuan dokumen perjalanan cinas fiktf, menatkkan dari

harga sebenarnya, dan/atau mencrima biaya perjalanan

dinas rangkap dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

{2) Dalam hal terjadi kerugian negara/daerah yang diakibatkan

perbuatan sebagaimana dimaksud pada avai (1) maka selain
pelaksana SPD, PA/Kepala SKPD turat bertangeungjawab.

BAB IX
KETENTUAN LAITN-TATN
Pasul 24

(1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimalisud dalam Pasal 16
ayat (1) dapat mengusulkan/memerintahkan pihak lain di
lunar PNS/CPNS/Pegawai Non PNS  Pemerintah Kota untuk
melakukan Perjalanan Dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayal (1) vang
melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah
Kota, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayaft (2).

(3) Penggolongan terhadap pihak lain scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditentukan aleh KPA dengan
mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas
yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka Perjalanan
Dinas dalam negeri masih  dapat dilaksanakan c%cngan
mempedomani Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun
2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negerl Lingkup P_emcnntah
Kota Palembang sebagaimana tclah c!_tu‘ua.h terakhir deng:m
Peraturan Walikota Palembang Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wja]iku_ta Pal:am‘fmng_. Nomar 7
Tahun 2013 tentang Perjalanan Dmas Dalam Negeri Lmze,l;}lp
Pemerintah Kota Palembang., dengan ketentuan dalam  wakiu
paling lambat 1 (satu) bulan sejak TPeraturan Wam‘c::uta Tm
dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan
Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Wali ini ka Peraturan
| itetapkannya Peraturan Walikota ini ma '
%ﬁ?mdéﬁcﬁnabmgwomur 53 Tuhun 2014 tentang Perubahan



LAMPIRAN |
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JARATAN

Yang bertandatangan dibawah ini :
MNama 2 rmrenrrrnssnnneseeneess s nneeneenenes | PGIADAL penierbit Surat Tugas)
NipP :
Jahatan :
Unit Kerja
SKPD 3
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Peqalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama R DR S R T . [Pelaksana SFD)
NIP :

Jabatan

Unit Ketja

SKPD

dibataikan atau tidak dapat dﬂakaanakan dischabkan adanya kepﬂrlua.n dinas lainnya
yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu ..

...............................................................................................................................................

{alasan pembatalan perjalanan dinas) sehubungan dengan pembatalan tersebut, dapat
pelaksanaan perjalanan dinas tidak oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
digantikan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum vang berlaku.

| 3G 1] 25 |- —

yang membuat pernyataan

NIP.



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah hli{;gf:
Nama t Gt (PA)KPA)
NIP .
Jabatan :
Unit Kerja 5
SKFD 1
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan herdasarkan Surat Tupgas
Momor: ................ Tanggal @........cc.cce..e... Dan SFD Nomor .............. Tangeal........ -1

Nama : e e s T [Pelaksana SPR)
NIP %

Jabatan

Unit Kerja :

SKPD -
dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jahatan
MOBIOT vsvssosssssnsmrnnrasnmnnmnst TOTTERAL o cmzmessamrannss

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, bigya transportasi berupa .......ccc.cccceeee. dan

hiaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan
/ refund (sebagian / seluruh) sebesar RP. ccowiecoeinsniiiesiinn, Schingga dibebankan
pada Rekening anggaran ................

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dilkemudian harl
ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbullkan kerugian negara, saya
bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian {ersebut ke Yias negara.

) LAhH

Palembang; ««iisiivinmasis s

yang membual pernyataan

MIP.



. LAMPIRAN 111

PERATURAN WALIKOTA FALEMBANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :

P st eeess.. (Pejabat penerbit Surat Tugas)
NIP -
Jabatan s
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas {SPD) Nomor ............. Tanggal ......_______ dengan ini

kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

i.  Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini vang tidak dapat
diperoleh bukti-bukii pengeluarannya, meliputi ;

No. URAIAN JUMLAH

2, Jumlah uang tersebut pada angka ] di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabiia di kemudian hari terdapat

kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke
[{as Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan schenamya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya,

Mengetahui / menyetujui : Palembang, ..o
Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksana SPD,
( . ) ( |

NP, IE



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

TAHUN 2014

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

NOMOR

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor

Tanggal
No. PERINCIAN BIAYA 1 JUMLAH KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
g
Jumlah Rp.
Terbilang

Telah dibayar sejumiah

Bendahara Pengeluaran

NIP,

Telah menerima jumlah uang sehesar

Lt T

Yang Menerima

%,

NIP.

e L

B e T

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan scjumlah
yang telah dibayar semula
Sisa kurang / Lebih




LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DJINAS

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD]

SEPEY: aiesannoiss Nomor

1. Nama Pegawai yang melaksanakan
Perjalanan Dinas
NIP

4. a. Pangkat dan Golongan
L. Jabatan / Instanei
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas

a9

Maksud Perjalanan Dinas

4. Alat Angkutan yang dipergunakan

Tempat Berangkat

Tempat Tujuan

Lamanya Perjalanan Dinas
Tanggal Berangkat
Tanggal harus Kembali

7. MNama yang diikut sertakan

8, Pembebanan Anggaran

¢
o g p oo R

a. Instansi
b. Rekening Anggaran
4. Keterangan Lain-lain

Dikeluarkan di
Tanggal

PA JKTA



I. Berangkat dari
{Tempat kedudukan)
Ke
Pada tanggal
Kepala
i NIP
. Tiba di : Berangkat dari
FPada Tgl : Ke
Kepala : Pada tangaal
Kepala
NIP ¥
I, Tiba di : Berangkat dari
Pada Tgl : Ke
Kepala : Pada tanggal
Kepala
NIP NIE
IV. Tiba di : Berangkat dari
Padla Tal : Ke
Kepala z Pada langgal
Kepala
NIP NIP
V. Tibadi p Berangkat dari
Pada Tgl : Ke
Kepala : Pada tangeal
Kepala
NIP MIP
V1. Tiba di : Berangkat dari
Pada Tgl 5 Ke
Kepala ! Pada tanggal
Kepala
N : NIP

VIl. Catatan lain-lain

VIII. PERHATIAN :
PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas,
pars pejabot yang mengesshkan tanggal herangkat /tiha, serta hendahara _
pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan mengenal
/ daerah menderita kerugian akibat keuangan negara | daerah apahila negara
kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.




Kedua Alas_ Peraturan Walikota Palembang Noror 7 Tahun 2013
lentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Linglup Pemerintah Kota
Palembang, dicabut dan Jinyatakan tidak berlakuy.

Pasal 27
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tang

Plt. WALIKQOTA PALEMBANG,

HARNOQJOYOQ

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal, \5- L~ 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UQOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 6|

IS5 DEsEmMBER 2004



